PERATURAN DAERAH PROPINSI 5UMATERA SELATAN
NOMOR 25 TAHUN 200

TENTANG

PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH
TAN:H DAN AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GURERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang  :a.bahwa sehubungar dengan adanya perubahan atas
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah yaitu pada Pasal 21 ayat (1)
yang mengatur jenis Pajak Propinsi, huruf d Pajak
Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air
Permukaan, adalah merupaxan jenis Pajak Propinsi ;

b.bahwa Sumber Daya Alam ,baik Air Bawah Tanah maupun
Air Perinukaan, adalah merupakan potersi pemungutan
Daerah yang cukup potensial sebagai sumber Pendapatan
Asli  Daerah  guna  memblayai  penyelenggaraan
Pemerintahan dan pembangunan ;

¢. bahwa untuk memungut pajak sebagaimana dimaksud
huruf a dan b di atas maka Pajak Pengambilan dan
Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan perlu

ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi
Sumatera Selatan.,

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang
Pzinbentukan Daerah Tingkat | Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Rl Tahun 1959 Nomo 70, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1814) ;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Ri Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209) ;
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. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan

Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Rl Tahun

1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor -
3684)

. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak

Daerah dan Retribusl Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun'
1997 Nomor 3685, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3685) ;

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara

Rl Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3686) ; o S AT

. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pe-

merintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839),

. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 “tentang

Perimbangan Keuangan antara  Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838)

]
1
L

- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang

Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Rl Tahun Z00O Momor 246, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4048) ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang

Pajak Daerzh(_smbaran Negara Rl Tahun 1997 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691) ;
Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk
Rancangan  Undang-undang, Rancangan  Peraturan
Pemerintah  dan  Rancangan Keputusan  Presiden
(Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70)

.
i
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I'1. Keputusan Menteri Dalam  Negeri Nomor 170 tentang

Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah,

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN
PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah in; yang dimaksud dengan :

1.

2.

3.
4,
5.

Propins! adalah Propinsi Sumatera Selatan.

Pemerintah  Propinsi  adalah Pemerintah  Propinsi
Sumatera Selatan.

Gubernur adalah Gubernyr Sumatera Selatan.

DPRD adalah DPRD Propinsi Sumatera Selatan

Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan
Daerah Prepinsi Sumaters Seiatan |

Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah
dan Air Permukaan yang seianjutnya disebut Pajak
adalah Pemungutan Pajak Propinsi atas Pemanfaatan Air
Bawah Tanah dan Air Permukaan .

Alr Bawah Tanah adalah air yang berada di-perut bumi,
termasuk mata ‘alr yang muncul secara alamiah i atas
permukaan tanah.

Alr - Permukaar, adalah ar yang berada di atas
Permukaan bumi, tidak termasuk air laut.



10.

12,

13,

14,

15.

16.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat
SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan
untuk melaporkan perhitungan dan aiau pembayaran
pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau
harta dan kewajiban menurut ketentuan Peraturan
Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

Surat Setoran Pajak Caerah, yang dapat disingkat SSPD -
adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk
melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang
terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain
yang <tk oleh Kepala Daerah,

. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang dapai disingkat

SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,
yang dapat disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan tambahan jumlah pajak yang
ditetapkan, -

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat
disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumiah kelebihan pembayaran pajak karena
jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yag
terutang atau tidak seharusnya terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat di
singkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah pokok pajak sama bes.mya dengan
Jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak
ada kredit pajak.

surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD,
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau
sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. |
Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya di
singkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan
besarnya jumlah pajak yang terutang.

17. Surat Ketetapan ......... ,



17.

18,

19,

...5_

surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan
yang menentukaan besarnya jumlah Pajak yang
terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi,
dan jumlah yang harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak D-erah Nihil yang selanjutnya di
singkal  SKPDN  adalai  Surat  Keputusan  yang
menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya

dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan
tidak ada kredit pajak. |

surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SIPD, adalah surat untuk melakukan tagihen pajak atau
sanksi administrasi berupa buga dan atau denda.

BAB I
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK. -
| Pasol 2 -
Dengan nama Pajak Pengambilan Pemanfaatan Air
Bawah Tanah dan Air Permukaan dipungut pajak atas

setiap - pemanfaatan air bawah tanah dan air
permukaan.

Objek P=i~k ad3jah .

a. Pengambilan air bawah tanah danfatau air
permukaan ;

b. Pengambilan air permukaan.

Pasal 3

Dikecualikan dari Objek Pajak adalah :

a. Pengambilan  air bawah tanah dan air permukean oleh

Pemerintah Daerah.
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b. Pengambilan air permukaan oleh BUMN yang khusus
didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan
pemeliharaan pengairan, serta mengusahakan air dan
sumber-sumber air.,

¢. Pengambilan air bawah tanah dan air permukaan untuk
kepentingan pengairan pertanian rakyat.

d. Pergumbilan air bawah tanah dan air permukaan untuk
keperluan dasar rumah tangga.

e. Pegambilan air bawah tanah dan air permukaan untuk
kepentingan penelitian oleh Pemerintah.

(2)

Pasal 4

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang
mengambil dan atau memanfaatkan air bawah tanah
dan atau air permukaan.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang

mengambil atau memanfaatkan, atau mengambil dan

memanfaatkan alr bawah tanah dan/atau  air

permukaan di Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
BAB Il

DASAR PENGENAAN DAN
TARIF PAJAK
Pasal 5

Dasar pengunaan pajak daerah adalah nilai perolehan
air.

Nilal perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Pasal Inl dinyatakan dalam rupiah yang dihitung
menurut sebagian atau seluruh fakior-faktor

-



(3)

a. lenis sumber air :

b. Lokasi sumber 2jr ;

¢. Volume air yang diambi :

d. Kualitas air !

¢. Luas areal tempat permukaan air -

f. Musim nengambilan air :

g. Tingkat kerusakap ingkungan yang diakibatkan
oleh pengambilan dan atau pemanfaatan air,

Cara menghitung nilai perolehan air ‘sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) adaleh mengalikan volume air
yang diambil dengan harga dasar afr.

Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan secara periodik oleh Gubernur dengan
memperhatikan faktor-faktor sebagaimana dimaksud
pada ayat (2). |

Hasll perhitungan nilai perolehan air sebagaimana
dimaksud ayat (2) dan (3) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 20 % [dua puluh persen)

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA
PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 7

(1) Pajak yang terutang dipunauit di Wilayah Daerah.
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(2) Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5.

BAB V
KEWENANGAN PEMUNGUTAN'
Pasal 8

Kewenangan Pemungutan Pajak Pemanfazian Air Bawah
Tanah dan Air Permukaan meliputi Pendataan, Penetapan,
Pembayaran, Penagihan dan Pembukuan/Pelaporan
dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah. |

BAB VI
MASA PAIAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHIIAN PAJAK DAERAH
Pasal 9

Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yé'n_q lamanya
ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar uniuk
menghitung besarnya pajak terutang.

Pasal 10

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun
takwim kecuali bila Walib Pajak menggunakan tahun buku
yang tidak sama dengan tahun takwim.

Pasal 11

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat
pengambilan air bawah tanah dan air permukaan.



Pasal 12

Setiap Wajib Pajak, wajib mengisi SPTPD.

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi

dengan Jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani
oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan
oleh Kepala Daerah.

| BAB VI
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN
PENETAPAN PAJAK
Pasal 13

Berdasarkan SPTPD s&bagéimana dimaksud Pasal 11

ayat (1) Kepala Daerah menetapkan pajak terutang
dengan menerbitkan SKPD.

Apabila SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tidak atau kurang dibayar setelah lewat wakiu paling
lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD  diterima,
dikenakan  sanksi administrasi berupa bunga sebesar

2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan
menerbitkan STPD, ‘

Pasal 14

(1) Wajb Pajak yang membayar sendii  SPTPD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)
digunakan untuk menghit.ng, memperhitungkan dan
menetapkan pajak sendiri yang terutang.
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Dalam ianaka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat
terutangnya  pajak, " hepala  Daerah  dapat
menerbitkan :

a. SKPDKB

b, SKPDKBT

¢. SKPDN

SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf »

diterbitkan :

a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ctau ke-
terangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang
dibayar, dlkenakan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari
pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan dihitung sejak saat terutang pajak.

b “pabila SPTPD tidak disampaikan dalam wakiu yang
ditentukan dan telah ditequr secara tertulis,
dlkenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar
2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang
kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung
sejak saat terutangnya pajak.

c. Apabila kewajiban mengisl SPTPD tidak dipenuhli,
pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan
dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan
sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok
pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari
jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat)
bulan dihitung sejak saat terutang pajak.

SPKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b diterbitkan apablla diiemukan data baru atau data
yang semula belum terungkap, yang menyebabkan
penambahan jumlah pajak yang terutang akan
dikenakan sanksi administrasi berupa kenalkan sebesar

100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan
tersebut.
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SKPDN sebagaimana dimaksud ~ada ayat (2) huruf ¢
diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama
besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak
terutang.dan tidak ada kredit pajak.

Apabila kewajfiban membayar pajak terutang dalam
SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya
dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan,
ditagih dengan mersarbitian STPD ditambah dengan

sanhsl administrasl berupa bunga 2 % (dua persen)
sebulan,

BAB Vill
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 15

Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Maerah atau
tempat lain yang ditunjuk oleh Gubernur sesuai
waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.

Apabila pembayaran pajak dilakukan d tempat lain
yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor
ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau
dalam waktu yang ditentukan oleh Gubernur.

Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan
SSPD.

Pasal 16

Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau
lunas.
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Gubernur dapat memberikan persetujuan kepada
Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam
kurun wakty tertentu, setelah memenuhi persyaratan
yang ditentukan,

Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), harus dilakukan secars teratur dan
oerturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 %
(dua persen) sebulan darf jumlah pajak yang belum
atau kurang bayar.

Gubernur dapat memberikan persetujuan kepada
Wajib Pajak untul mcnunda pembayaran pajak
sampal  batas wakiu yang ditentukan  setelah
memenuhi persyaratan yang  ditentukan dengan
dikenakan bunga sebesar 2 % (aua persen) sebulan
darf jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda
pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran
dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (4), ditetapkan oleh Gubernur,

Pasal 17

Setiap pembayaran Iﬁajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 diberikan tanda bukil pembayaran
dan dicatat dalam buku penerimaan.

Bentuk, jénis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran

dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

BABIX .......



-----

- 13 -

BAB X |
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 18

(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain
yang sejenis sebagal awal tindakan pelaksanaan
penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat
jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal

- Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain

yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang
terutang. '

(3)  Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang

sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikeluarkan oleh Pejabat.
Pasal 19

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak

dilunasi dalam Jangka waktu sebagaimara ditentukan -

dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat
lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar
ditagih dengan Surat Paksa.

(2)  Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat
21 (dua puluh satu) Jari sejak Surat Teguran atau
surat Peringatan atau Surat lain yanq sejenis.

Pasal 20

Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka
Waktu 2 x 24 Jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat

Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah
melaksanakan penyitaan.

v
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Pasal 21

Setelah  dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga
melunas! utang pajaknya, setelah fewat 10 (sepuluh) hari
sejak tanggal pelaksanaai. Surat Perintah Melaksanakan
Penyitaan, Pejabat mengajukan  permintaan penetapan
tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 22

Setelah Kaiiw Leiang Negars menetapkan har', tanggal, jam
dan terpat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan
dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 23

Bentuk, Jenls dan isi formulir yang dipergunakan untuk

pelaksanaan  penagihan Pajak Daerah ditetapkan  oleh
Gubernur,

BAB X
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 24

(1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak
dapat memberikan pengurangan, keringanan dan |
pembebasan pajak.

(2) Tata Cara pemberian pengurangan, keringanan dan
pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditetapkan oleh Gubernur.
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BAB X
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,

PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 25

Gubernur karena jabat;n atau atas permohonan
Wajib Pajak dapat :

a. Membetulkan SKPD atau SKrDKB atau SKPDKBT
atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat
kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau
kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah ;

b, Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak
yang tidak benar ;

¢, Mengurangkan atau  menghapuskan sanksi
administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan
pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut
dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau
bukan kerena kesalahannya. |

Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan
ketetapan dan penghapusan atau pengurangan
sankei administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT
dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib
Pajak kepada Gubernur, atau Pejabat yang ditunjuk
selambat-lambatnya 30 (tiga pulun) hari sejak
fanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau
STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

Gubernur atau Pefabat yang ditunjuk paling lambat 3
(tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima, sudah
harus memberikan keputusan.
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Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini,
Gubernur  atau  Pejabat yang ditunjuk  tidak
memberikan  keputusan,  maka permohonan
pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan
dan penghapusan atau pengurangan  sanksi
administrasi, dianggap dikabulkan.

BAB XI|
PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK
Pasal 26

Hasil Penerimaan pajak ditetapkan sebagai berjkut :

a. untuk Propinsi sebesar 30 % (tiga puluh persen);

b, untuk Kabupaten/Kota sebesar 70 % (tujuh puluh
persen).

Bagian untuk Kabupaten/Kota sebesar 70 % (tujuh

puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Pasal ini dijadikan 100 % (seratus persen) dengan

pembagian sebagai berikut

2,40 % (empat puluh persen) dibagi rata untuk
seluruh Kabupaten./Kota dalam Propinsi :

b.60 % (enam puth persen) dibagi  untuk
Kabupaten/Kota  dalam Propinsi  berdasarkan
potensi dari masing-masing  Kabupaten/Kota

dalam Propinsi,
BAB Xl
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 27

Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya
kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk atas
suatu : -
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fu

. Surat Ketetapan Faja® Daerah (SKPD) ;

. Surat  Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
(SKPDKB) ;

. Surat  Ketetpan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan (SKPDKBT) ;

. Surat  Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar
(SKPDLB) ; -

€. Suai neletapan Palak Merah Nihil (SKPDN) ;

f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga

berdasarkan  peraturan perundang-undangan

perpajakan yang berlaky,

(=

™

-l

Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat
(1) Pasal ini, harus disampaikan secara tertulis
dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) pulan
sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan
oKPDN diterima oleh Wajb Pajak, atay tanggal
pemotongan/pemungutan  oleh pihak  ketiga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan
yang jelas, kecuali apabila Wajib  Pajak  dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu ity tidak dapat
dipenuhi karena di luar kekuasaannya.

Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka
waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana
dimaksud ayat (2) Pasal ini diterima, sudah
memberikan keputusan.

Apabila setelah lewat wakty 12 (dua belas) bulan
sebagalmana dimaksud pada ayat (1) Pasal inj
Gubernur  atau  Pejabat yang ditunjuk  tidak
memberikan  keputusan, permohonan keberatan
dianggap dikabulkan.

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Pasal ini, tidak menunda kewajiban
membayar pajak.
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Pasal 28

Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada
Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka
waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan
keberatan,

Pengajuan banding sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pasal ini, tidak menunda kewajiban iaembayar pajak.

Pasal 29

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 atau banding sebagaimana dimaksud Pasal
26 Peraturan Daerah ini ‘dikabulkan scbagian atau
seluruhnya kelebihan pembayaran pajak  dikembalikan
dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua |
persen) sebulan urtuk paling lama 24 (dua puluh empat)

bulan,

(1)

BAB XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 30

Wajib  Pajak  dapat  mengajukan permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada
Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka
waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sefak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan

- pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) harus memberikan keputusan.
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Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilampaul Gubernur atau Pejabat yang
ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap
dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam
waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya,
kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) langsung diperhitungkan ~ untuk
melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

Pengembalian  kelebihan  pembayaran  pajak
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua)
bulan  sejak  diterbitkannya  SKPDLB  dengan
menerbitkan Suret Perintah  Membayar Kelebihan
Pajak (SPMKP). ) |

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak
dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKPDLB, Gubernur atau Pejabat yang
ditunjuk memberikan imbalam bunga sebesar 2 %
(dua persen) sebulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 31

Apabila kelebihan pembayaran pajak  diperhitungkan
dengan utang pajak I~innya, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara
pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku
sebagai bukti pembayaran.

BAB XV.........
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BAB XV
KEEALUWARSA
Pasal 32

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak . kedaluwarsa
setelah melampaui jangka wakiu 5 (lima) tahun
terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuall
apabila wajlb pajak melakukan tindak pidana di
bidang Perpajakan Daerah,

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : |

a. Diierbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa
atau

b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik
langsung maupun tidak langsung.
BAB XV
PENGAWASAN
Pasal 33

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh
Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVII
BIAYA PEMUNGUTAN
Pasal 34
(1; Dalam rangka kegiatan pemungutan Pajak Pangambilan
dan Pemanfaatan Alr Bawan Tanah dan .\lr Permukaan,

diberikan tiaya pemungutan paling tinggi sebesar 5 %
(lima persen).
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Pedoman  tentang  alokas] biaya  pemungutan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh

Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menter]
Keuangan. ~

BAB XVl
KETENTUAN PIDANA
Pasal 35

Wajib  Pajak yang karena kealpaannya  tidak
menyampaikan STPD atau mengisi dengan tidak benar
atau tidak iengkan atau melampirkan keterangan yang -
tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah
dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 1
(satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali

Jumizh p2jsk yang terutana.

Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan
SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atay tidak
lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar
sehingga merugikan Keuangan Dacrah dapat dikenakan
sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan
atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Hajak
yang terutang.

BAB XIX
PENYIDIKAN
Pasal 36

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai
Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud

dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang .
Hukum Acara Pidana.
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Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Pasal ini adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak:
pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan

atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan
jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau badan tentang
kebenaran perbuatan yang dilakukan  sehubungan
dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebit;

c. meminta keterangan <zn bahan bukti dari orang
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak
pidana di bidang perpajakan daerah tcrsebut;

d. memeriksa buku - buku, catatan - catatan  dan
dokumen-dokumen laln yang berkenaan dengan
tindak sidana di bidang perpajakan daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan
bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen

lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti
tersebut:

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pe-
laksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan daerah;

g. menyuruh  berhefil, melarang seseorang  me-
ninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang dan atau dokumer. yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf e;
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h. memotret seseorang yang berkaitan dcngan tindak

pidana perpajakan daerah;

. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan

diperiksa sebagal tersangka atau saksi;

J. menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana di bidang perpaj_ékén déarah

menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
memberitahukan  dimulainya  penyidikan  dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut
umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana.
BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 37

Sejak  berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala
ketentuan yang dikeluarkan terdahulu yang bertentangan

dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak ‘verlaku lagi.

BAB, XXl v
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BAB XXl
KETENTUAN PENUTUP |
Pasal .38

Peraturan  Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. |

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan  Daerah ini dengan penempatannya ' dalam
Lembaran Daerah Propinsi Suinatera Selatan.

Ditetapkan di  Palembang
pada tanggal 12 Demembex 2001

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
dto
H. ROSIHAN ARSYAD

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 24 Desembew 2001.

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. RADJAB SEMENDAWAI

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2001 NOMOR 4 steie A4



